PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 101 TAHUN 2000
TENTANG
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

M enimbang:

a

bahwa sesua dengan tuntutan nasond dan tantangan globd untuk mewujudkan
kepemerintahan yang bak dipelukan sumber daya manusa gparatur yang memiliki
kompetens jabatan dalam penyel enggaraan negara dan pembangunan;

bahwa untuk menciptekan sumber daya manusa agparatur yang memiliki kompetens
terscbut diperlukan peningkatan mutu  profesondisme, Skap pengabdian dan
kesetisan pada perjuangan bangsa dan negara, semangat kesatuan dan persatuan, dan
pengembangan wawasan Pegawa Negei Sipil meadui Pendidiken dan Pdatihan
Jabatan yang merupakan bagian tidak terpisshkan dari usaha pembinaan Pegawa
Negeri Sipil secaramenyduruh;

bahwa Pendidikan dan Pdatihan Jabatan Pegawa Negeri Sipil mengacu pada
kompetend jabatan;

bahwa sehubungan dengan pertimbangan di aas, dipandang perlu mengatur kembdi
ketentuan tentang Pendidikan dan Peatihan Jabatan Pegawa Negeri  Spil,
sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawal Negeri Sipil;

Mengingat:

1
2.

Pasd 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sdem Pendidikan Nasond
(Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3390);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran
Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintéhan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

MEMUTUSKAN:

M enetapkan:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.

Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawal Negeri Spil yang sdanjutnya disebut
Diklaa addah proses penydenggaraan menggar ddam rangka meningkatkan
kemampuan Pegawa Negeri Sipil.

Cdon Pegawa Negeri Spil yang sdanjutnya CPNS addah Warga Negara Indonesa
yang meamar, lulus sdekd, dan diangkat untuk dipersapkan menjadi  Pegawa
Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pegawa Negeri Spil yang sdanjutnya dissbut PNS addah PNS sebagaimana
dimaksud ddam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok



10.

Kepegawaian sebagamana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun
1999.

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan
hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisas negara.

Pgabat pembina kepegawaian addah Menteri, Jaksa Agung, Kepda Kepolisan
Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Sekretaris Negara,
Sekretaris Kabinet, Sekretaris Militer, Sekretaris Presiden, Sekretaris Wakil Presiden,
Pimpinan Keskretarigtan Lembaga Tertinggi/Tinggi  Negaa  Gubernur  dan
Bupati/Wdikota.

Indans Pengendai Diklat yang sdanjutnya disebut Indand Pengenddi addah Badan
Kepegawaian Negara yang secara fungsond bertanggung jawab atas pengembangan
dan pengawasan standar kompetens jabatan serta pengenddian pemanfaatan lulusan
Diklat.

Indans Pembina Diklat yang sdanjutnya dissbut Indans Pembina addah Lembaga
Adminisras Negara yang secaa fungsond bertanggung jawab atas pengaturan,
koordinas, dan penyelenggaraan Diklat.

Indans Pembina Jabatan Fungsonad addah lembaga pemerintah yang bertanggung
jawab atas pembinaan Jabatan Fungsond menurut peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Widyaiswara addah PNS yang diangkat sebagal pegabat fungsond oleh Pgabat yang
berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, menggar
dan/atau melatih PNS pada Lembaga Diklat Pemerintah.

Lembaga Diklat Pemerintah adadlah satuan organises pada Lembaga Pemerintah Non
Depatemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, dan
Perangkat Daerah yang bertugas mdakukan pengelolaan Diklat.

BAB Il
TUJUAN DAN SASARAN DIKLAT

Pasal 2

Diklat bertujuan :

a

meningkatkan  pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan skap untuk dapa
melaksanakan tugas jabatan secara profesona dengan dilandas  kepribadian dnn
etika PNS sesual dengan kebutuhan ingtang;

meneiptakan aparatur yang mampu berperan sebagal pembaharu  dan  perekat
persatuan dan kesatuan bangsa;

memantapkan Skap dan semangat pengabdian yang berorientas pada pelayanan,
pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat;

menciptekan kesamaan vis dan dinamika pola pikir ddam meaksanakan tugas
pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya kepemerintahan yang balk.

Pasal 3

Sasaran Dikla addah terwujudnya PNS yang memiliki kompetens yang sesua dengan
persyaratan jabatan masing-masing.

BAB IlI
JENIS DAN JENJANG DIKLAT
Pasa 4
Jenis Diklat terdiri dari :
a. Diklat Prgjabatan;
b. Diklat Dalam Jabatan.
Pasa 5

(1) Diklat Prgjabatan merupakan syarat pengangkatan CPNS menjadi PNS.



(2) Diklat Prgjabatan terdiri dari :
a. Dikla Prgabatan Golongan | untuk menjadi PNS Golongan |;
b. Diklat Prgabatan Golongan Il untuk menjadi PNS Golongan I1;
c. Diklat Prgabatan Golongan 111 untuk menjadi PNS Golongan I11.

Pasal 6
(1) CPNS wagib diikutserteakan ddam Diklat Prgabatan sdlambat-lambatnya 2 (dua)
tahun setelah pengangkatannya sebagai CPNS.
(2) CPNSwagjib mengikuti dan lulus Diklat Prgjabatan untuk diangkat sebagai PNS.

Pasd 7
Diklaa Prgabatan dilaksangkan untuk memberikan pengetahuan ddam  rangka
pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika PNS, disamping pengetahuan
dasx tentang ssem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas, dan budaya
organisssnya agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebaga  pdayan
masyarakat.

Pasd 8
(1) Diklat Ddam Jdbatan dilaksanakan  untuk  mengembangkan  pengetahuan,
keterampilan, dan skap PNS agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan
pembangunan dengan sebaik-baiknya.
(2) Diklat Dalam Jabatan terdiri dari:
a. Diklat Kepemimpinan;
b. Diklat Fungsond;
c. Diklat Teknis

Pasa 9
Diklaa Kepemimpinan yang sdanjutnya dissbut Diklapim dilaksanakan untuk mencapa
persyaatan kompetens kepemimpinan agparatur pemerintah yang sesual dengan jenjang
jabatan struktura.

Pasal 10
Diklatpim terdiri dari :
Diklatpim Tingkat 1V adaah Diklatpim untuk Jabatan Struktural Esdon 1V
Diklatpim Tingkat 111 adalah Diklatpim untuk Jabatan Strukt11ra Esdon 111 ;
Dikatpim Tingkat |1 adaah Diklatpim untuk Jabatan Struktura Esdlon 11;
Diklatpim Tingkat | adalah Diklatpim untuk Jabatan Struktura Esdon |.

opoTo

Pasal 11
(1) Diklat Fungsond dilaksanakan untuk mencepa persyaratan kompetens yang sesua
dengan jenis dan jenjang Jabatan Fungsiond masing-masing.
(2) Jenis dan jenjang Dikla Fungsond untuk masng-medng jabatan fungsond
sebagamana dimaksud daam ayat (1) ditetapkan oleh instansd Pembina Jabatan
Fungsona yang bersangkutan.

Pasal 12
(1) Diklat Teknis dilaksanakan untuk mencapa persyaratan kompetens teknis yang
diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS.
(2) Diklat Teknis sebagamana dimeksud daam ayat (1) dapat dilaksanakan secara
berjenjang.
(3) Jenis dan Jenjang Diklat teknis sebagamana dimaksud ddam ayat (1) dan ayat (2
ditetgpkan oleh instang teknis yang bersangkutan.

BAB IV
PESERTA DIKLAT



Pasal 13
Peserta Diklat Prgjabatan addah semua CPNS.

Pasal 14
(1) PesertaDiklatpim adalah PNS yang akan atau telah menduduki Jabatan Strukturd .
(2) PNS yang akan mengikuti Diklatpim Tingkat tertentu tidak dipersyaratkan mengikuti
Diklatpim Tingkat di bawahnya.

Pasal 15
Peserta Diklat Fungsond addah PNS yang akan aau tedah menduduki  Jabatan
Fungsond tertentu.

Pasal 16
Peserta Diklat Teknis addah PNS yang membutuhkan peningkatan kompetens teknis
ddam pelaksanaan tugasnya.

BABV
KURIKULUM DAN METODE DIKLAT

Pasa 17

(1) Kurikulum Diklat mengacu pada standar kompetens jabatan.

(2) Penyusunan dan  pengembangan  kurikulum Diklat dilakukan dengan mdibatkan
pengguna lulusan, penyelenggara Diklat, peserta dan dumni Diklat, serta unsur ahli
lan.

(3) Kurikulum Diklat Prgjabatan dan Diklatpim ditetgpkan oleh Instans Pembina

(4) Kurikulum Diklat Fungsond ditetgpkan oleh Instans Pembina Jabatan Fungsiond.

(5) Kurikulum Diklat Teknis ditetgpkan oleh ingtans teknis yang bersangkutan.

Pasal 18
Metode Diklat disusun sesuai dengan tujuan dan program Diklat bagi orang dewasa.

BAB VI
TENAGA KEDIKLATAN

Pasal 19
Tenaga kediklatan terdiri dari:
a. Widyaswara;
b. PengeolaLembagaDiklat Pemerintah;
c. Tenagakediklatan lainnya

BAB VII
SARANA DAN PRASARANA DIKLA T

Pasal 20
(1) Sarana dan prasarana Diklat ditetgpkan sesua dengan jenis Diklat dan jumlah peserta
Diklat.
(2) Instans Pembina menetapkan standar kelengkapan sarana dan prasarana Diklat.

BAB VIII
PENY ELENGGARAAN DIKLAT

Pasal 21
(1) Diklat dapat disslenggarakan secaraklaska dan/atau non klasikal.
(2) Penydenggaraan Diklat secaraklasika dilakukan dengan tatap muka
(3) Penydenggaraan Diklat Secara non klaskd dapa dilakukan dengan pelatihan di dam
bebas, peatihan di tempat kerja, dan peatihan dengan sistem jarak jauh.



Pasal 22
(1) Diklat Pragjabatan dilaksanakan oleh Lembaga Diklat Pemerintah yang terakreditas.
(2) Diklapim Tingkat 1V, Diklapim Tingkat 111, dan Diklatpim Tingkat Il dilaksanakan
oleh Lembaga Diklat Pemerintah yang terakreditas.
(3) Diklatpim Tingkat | dilaksanakan oleh Instans Pembina
(4) Diklat Teknis dan Diklat Fungsond dilaksanaken oleh lembaga Dikla yang
terakreditas.

BAB IX
PEMBIAYAAN DIKLAT

Pasal 23
Pembiayaaa Diklat dibebankan pada anggaran instans masing-measing.

BAB X
PENGENDALIAN DIKLAT

Pasal 24
Instans Pengenddi bertugas melakukan:
a. pengembangan dan penetapan standar kompetens jabatan;
b. pengawasan standar kompetens jabatan,
c. pengenddian pemanfaatan lulusan Diklat.

Pasal 25
Pgabat pembina kepegawaian meakukan pemantauan dan penilaan secara periodik
tentang kesesuaian antara penempatan lulusan dengan jenis Diklat yang telah diikuti serta
mel gporkan hasiinya kepada Instans Pengenddli.

BAB XI
PEMBNAAN DIKLAT

Pasal 26
(1) Instans Pembina bertanggung jawab atas pembinaan Diklat secara kesdluruhan.
(2) Pembinaan Diklat sebagaimana dimaksud daam ayat (1) dilakukan meaui:
penyusunan pedoman Diklat;
bimbingan ddam pengembangan kurikulum Dikl&;
bimbingan ddam Penydenggaraan Diklat;
dandarisas dan akreditas Diklat;
dandarisas dan akreditas widyaiswarg;
Pengembangan sstem informas Diklat;
pengawasan terhadap program dan penydenggaraan Diklat;
pemberian bantuan teknis mddui konsultang, bimbingan di tempat kerja, kerja
sama dalam pengembangan, penydenggaraan, dan evaluas Diklat.
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Pasal 27
Pgjabat pembina kepegawaian meakukan :
a. identifikes kebutunan Diklat untuk menentukan jenis Diklat yang sesua dengan
kebutuhan ingtangnya;
b. evduas penydenggaraan dan kesesuaan Diklat dengan kompetens jabatan serta
mel gporkan hasilnya kepada Instans Pembina.

Pasal 28
(1) Pembinaan Diklat fungsond dilaksanakan oleh Indand Pembina Jabatan Fungsiond
dan berkoordinas dengan Instans Pembina.
(2) Pembinaan Diklat sebagaimana dimaksud daam ayat (1) dilakukan mdaui :
a.  penyusunan pedoman Diklat;
b. pengembangan kurikulum Diklat;



c. bimbingan penydenggaraan Dikla;
d. evaduas Dikla.

Pasal 29
(1) Pembinaan Diklat Teknis dilakukan oleh Ingand Teknis yang bersangkutan dan
berkoordinas dengan Instans Pembina.
(2) Pembinaan Diklat sebagaimana dimaksud ddam ayat (1) dilakukan mddui :
penyusunan pedoman Diklat;
pengembangan kurikulum Diklét;

bimbingan penydenggaraan Diklat;
evauas Diklat.

oo oo

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30
Dadam rangka penyamaan vid, mis, dan drategi tentang kebijaksanaan nasond bag
pgabat karier yang menduduki Jabatan Struktural Esdon | dan Pgabat  Politik,
disdenggarakan progran  Pengembangan Eksekutif Nasona (PEN) oleh Instang
Pembina

Pasal 31
(1) Diklat yang diatur dadam Peraiuran Pemerintah ini, dapat diikuti pula olen Peaba
pada Badan Usaha Milik Negara/lDagrah dan peserta tamu dari negara-negara sahabat
yang pdaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dan ditetgpkan
oleh Ingans Pembina.
(2) Ketentuan mengenai kelkutsertaan PNS ddam Diklat yang disdenggarakan di luar
Instang atau di luar negeri diatur tersendiri oleh Indans Pembina

BAB XIlII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

(1) Penydenggaraan Diklat yang sedang berlangsung pada saat Peraturan Pemerintah ini
mula  diberlakukan, tetap dileksanakan sesua dengan  ketentuan yang berlaku
sebadumnya

(2) Penyetaraan bagi PNS yang tdah mengikuti dan lulus Diklat Daam Jabatan sebelum
diberlakukannya Peraturan Pemerintah ini diatur sebaga berikut :
a. Diklat ADUM setara dengan Diklatpim Tingkat 1V;
b. Diklat SPAMA setaradengan Diklatpim Tingkat I11;
c. Diklat SPAMEN setara dengan Diklatpim Tingkat I1;
d. Diklat SPATI setara dengan Diklatpim Tingkat 1.

(3) Bagi PNS yang tdah mengikuti dan lulus SESPA/SESPANAS dianggep telah
mengikuti dan lulus Diklapim Tingket 11 dan Diklatpim Tingket 1.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi peaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur
oleh Ingans Pengenddi, Indand Pembina, dan Indans Penyelenggara secara sendiri-
sendiri atau bersama- sama sesua dengan bidang tugasnya.

Pasal 34
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 14
Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pdaihan Jabatan Pegawal Negeri Spil dan
peraturan perundang- undangan lainnya yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi.



Pasal 35
Peraturan Pemerintah ini mula berlaku sgak tanggd diundangkan.

Aga stigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Nopember 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jekarta
padatangga 10 Nopember 2000

SEKRETARISNEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 198.



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 101 TAHUN 2000
TENTANG
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL

UMUM

Tujuan nasonad sebagamana tercantum daam Pembukaan Undang-Undang Dasar

1945 addah untuk melindungi segengp bangsa Indonesia dim sduruh tumpah darah

Indonesia, dan untuk memgukan kesgahteraan umum, mencerdaskan kehidupan

bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi dan keadilan sosd.

Daam rangka mencgpa tujuan nasond tersebut, PNS sebagal unsur utama sumber

daya manusia agoadur negaa mempunya peran yang sSangat draegis dadam

mengemban tugas pemerintahan dan pembangunan.

Adapun sosok PNS yang dihargpkan dadam upaya perjuangan mencapa  tujuan

nasona adalah PNS yang memiliki kompetens penuh kesetiaan dan ketaatan kepada

Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia,

proresiona, berbudi pekerti luhur, berdaya guna, berhasl guna, sadar akan tanggung

jawabnya sebaga unsur gparatur negara, abdi masyarakat dan abdi negara di ddam
negara hukum yang demokratis.

Untuk membentuk sosok PNS seperti tersebut di atas, diperlukan Diklat yang

mengarah pada:

a. peningkatan skap dan semangat pengabdian yang berorientas pada kepentingan
masyarakat, bangsa, negara, dan tanah air;

b. peningkatan kompetens teknis, mangerid, dan/atau kepemimpinannya;

c. peningkatan efisend, efektivitas, dan kuditas pelaksanaan tugas yang dilakukan
dengan semangat kerja sama dan tanggung jawab sesua dengan lingkungan kerja
dan organisasinya.

Dasar pemikiran kebijaksanaan Diklat yang ditetgpkan ddam Peraturan Pemerintah

ini adaah sebagal berikut :

a. diklat merupakan bagian integrd dari sstem pembinaan PNS;

b. diklat mempunya kerkaitan dengan pengembangan kurier PNS;

c. gdem Dikla mdiputi  proses identifikes  kebutuhan,  perencanaan,
penydenggaraan, dan evduad Dikld;

d. diklat diarahkan untuk memperdggpkan PNS agar memenuhi persyaratan jabatan
yang ditentukan dan kebutuhan organisas, termasuk pengadaan kader pimpinan
dan dtaf.

Diklaa mdiputi dua fungs sekdigus, yatu fungd pendidiken dan fungs pdatihan

yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf ¢

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan kepemerintehan yang bak addah kepemerintahan yang
mengembangkan  dan  menergokan  prindp-pringp  profesonditas,  akuntabilitas,



transparand, pelayanan prima, demokrad, efisend, efektivitas, supremas hukum, dan
dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan kompetens addah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki
oleh seorang PNS, berupa pengetahuan, keterampilan, dan skap perilaku yang diperlukan
dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Aya (1)

Cukup jelas

Aya (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Aya (1)

Cukup jelas

Aya (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Bagi PNS yang tdah memenuhi persyaratan kompetens jabatan srukturd tertentu dapat
diberikan sertifikat sesua dengan pedoman yang ditetgpkan oleh Instand Pembina dan
Ingtans Pengenddi.

Pasal 10

Penyedlenggaraan Diklapim untuk setigp tingkat jabatan struktura disesuaikan, dengan
formas jabatan strukturd dan rencana pengisan jabatan/mutas jabatan sruktural pada
indand masng-masing sesual dengan waktu yang telah ditentukan.

Pasal 11

Ayai(1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Aya (1)

Kompetens teknis addah kemampuan PNS dadam bidang-bidang teknis tertentu untuk
peaksanaan tugas masng-mesing. Bagi PNS yang bdum memenuhi  persyaraan
kompetens jabatan perlu mengikuti Diklat Teknis yang berkaitan dengan persyaratan
kompetens jabatan masing-masing.

PNS yang perlu mengikuti Diklat Teknis addah PNS yang telah dievduas oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian dengan memperhatikan pertimbangan Baperjakat dan Tim Sdeks
Diklat Instans.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Aya (1)



PNS yang akan mengikuti Diklatpim ditetapkan oleh Pgabat Pembina Kepegawaian
dengan memperhatikan pertimbangan Baperjakat dan Tim Sdeks Pesarta Diklat Ingtans
yang didasarkan pada peta jabatan dan Standar Kompetens Jabatan.

Setigp indans memberikan prioritas kepada PNS yang tdah menduduki jabatan
gruktura lintuk menjadi peserta Diklatpim. Komposis pesarta Diklatpim antara yang
sudah dan yang bdum menduduki jabatan dtruktura diatur ddam  pedoman yang
ditetapkan oleh Instans Pembina.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Yang dimaksud dengan Jabatan Fungsiond tertentu, addah jabatan-jabatan fungsiond
sebagamana ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang
pendayagunaan aparatur negara.

PNS yang perlu mengikuti Diklat Hingsond addah PNS yang tdah di evduas oleh
Pgabat Pembina Kepegawvaian dengan memperhatikan pertimbangan Baperjakat dan Tim
Sdeks Diklat Ingans.

PNS yang tdah memenuhi persyaratan kompetens jabatan fungsond tertentu dapat
diberikan sertifikat sesua dengan pedoman yang ditetgpkan oleh Ingans Pembina dan
Instans Pengenddli.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Aya (2)

Yang dimeksud dengan unsur ahli lan addah para pekar yang mempunya kompetens
yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum Diklat yang bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Aya (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 18

Mengingat pesata Diklat tdah memiliki tingkat pendidikan dan pengdaman kerja
tertentu maka digunakan metode Diklat Bagi Orang Dewasayang :

1. sesua dengan kebutuhan praktis dan pengembangan diri peserta;

2. bergfat interaktif antara peserta dengan widyaiswara dan antar peserta;

3. berlangsung ddam suasana begar yang bebas, dinamis, dan fleksibdl.

Pasal 19

Huruf a

Cukur jelas

Huruf b

Pengelola Lembaga Diklat Pemerintah addah PNS yang bertugas pada lembaga Diklat
ingans pemerintah yang secara fungsiona mengel ola secara langsung program diklat.

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan tenaga kediklatan lainnya addah pegabat atau seseorang yang
bukan Widyaiswara, bukan pengdola Lembaga Diklat Pemerintah tetapi karena keahlian,
kemampuan, atau kedudukannya diikutsertakan dalam kegiatan penegpaian tujuan Diklat.
Contoh: S Bambang seorang Kepda Biro yang ditugas menggar pada Diklat Prgjabatan
disebut tenaga kediklatan lainnya.

Pasal 20

Aya (1)

Cukup jelas

Aya (2)



Yang dimaksud dandar kelengkapan sarana dan prasarana Diklat adalah persyaratan
minimal  yang menyangkut kuditas dan kuantites fadlites dan perdatan Diklat sesua
dengan kriteria yang ditentukan dalam persyaratan akreditas Diklat.

Pasal 21

Aya (1)

Cukup jelas

Aya (2)

Cukup jelas

Aya (3)

Pdaihan dengan ssem jarak jauh, dilakukan untuk menjangkau peserta di tempat yang
jauh dari penydenggara Diklat yang peaksanaannya mddui proses begar mandiri dan
tutoria serta menggunakan berbaga media komunikas.

Pasal 22

Akreditas terhadgp lembaga diklat dimaeksudkan sebaga upaya Standardisas kuditas
penyelenggaraan Diklat PNS.

Lembaga Diklat Pemerinteh yang terakreditas addah Unit Penydenggara Diklat
Pemerintah  yang mendgpatkan pengakuan tertulis dari  Instans  Pembina  untuk
menyelenggarakan suatu Diklat tertentu. Untuk memberikan akreditas tersebut Ingtand
Pembina membentuk Tim Akreditas yang terdiri dari Indand Pembina dan Ingans yang
bersangkutan.

Lembaga Diklat swasta yang terekredites dapat menydenggarakan Diklat Fungsond
dan/atau Diklat Teknis tertentu.

Pasal 23

Anggaran Bdanja Diklat bersumber dari Anggaran Belanja Rutin dan Anggaran Bdanja
Pembangunan indand masing-masng.

Pasal 24

Untuk mengembangkan dan menetepkan standar kompetens jabatan, Indans Pengenddi
membentuk Tim Standar Kompetens Jabatan yang terdiri dari IngtanS Pengenddi dan
indang yang bersangkutan.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Huruf a

Identifikes  kebutuhan diklat dilakukan oleh pegabat pembina kepegawaian bersama
dengan pgabat lembaga Diklat ingans yang bersangkutan.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 28

Aya (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Yang dimaksud pgabat politik daam ketentuan ini antara lain Menteri, Gubernur, dan
Bupati/Wdikota



Penyamaan perseps antara pgabat politik dan pgabat struktural esdon | penting untuk
mewujudkan kesesuaian dan keterpaduan, serta menghindari  terjadinya perbedaan
penafsiran dan implementas dari kebijaksanaan nasiona yang telah ditetapkan.

Pasal 31

Aya (1)

Pgabat BUMN dan BUMD addah bagian dari gparatur perekonomian negara yang perlu
memahami vid, mid, draegi, dan kebijaksanean nasond agar dapa menydaraskan
perannya dengan aparatur negara secara kesaluruhan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan di luar ingtans adalah di luar instans tempat peserta bekerja atau
bertuges.

Yang dimaksud dengan Diklat luar negeri tidak temasuk seminar, konferend, dan sekolah
atau pendidikan tinggi.

Pasal 32

Penyelenggaraan Diklaa ADUM, SPAMA, SPAMEN, dan SPATI yang sedang
berlangsung pada ssat Peraturan Pemerintah ini diberlakukan, tetap dilaksanakan sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 dan ketentuan ketentuan
pelaksanaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Aya (3)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas
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